BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan
bahwa kantor pertanahan yang merupakan bagian dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam menyelesaian sengketa tanah
yang bersertifikat ganda di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kantor
Pertanahan Kabupaten Jembrana, berperan penting untuk memastikan
kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah jelas, mencegah adanya konflik
yang berkepanjangan, serta melindungi kepentingan masyarakat. Proses
penyelesaian sengketa tanah yang bersertifikat ganda oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sesuai dengan tata cara sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan
Kabupaten Jembrana juga sudah membentuk Tim Penanganan Tumpang Tindih
berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali Nomor MP.01.02/928-51/V11/2025 Tanggal 1 Juli 2025 tentang

Penanganan Permasalahan Tumpang Tindih Bidang Tanah.

B. Saran

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh

penulis, maka penulis mengusulkan agar Kantor Pertanahan Kabupaten
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Jembrana, Provinsi Bali melaksanakan pendataan kembali terhadap data fisik
dan data yuridis hak kepemilikan tanah. Hal tersebut guna meminimalisir
kesalahan yang bersumber dari data lokal supaya tidak menimbulkan tanah
yang bersertifikat ganda. Penulis juga menekankan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali agar memperkuat sistem digitalisasi data
pertanahan agar lebih akurat dan mudah diakses. Sementara, kepada
masyarakat di Kabupaten Jembrana, disarankan agar selalu memverifikasi
keaslian sertifikat tanah mereka di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana.
Tujuannya adalah untuk menjamin kecocokan antara sertifikat dengan buku
tanah, serta mengkonfirmasi bahwa tidak ada tanah yang bersertifikat tumpang

tindih atau yang dikenal sebagai sertifikat ganda.
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